
BUPATI JOMBANG 

PROVINS! JAWA TIMUR 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH 

BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK JOMBANG 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 
Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Jombang perlu disesuaikan 
dengan adanya Penambahan Modal Dasar; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Jombang tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2018 
tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Bank Jombang; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3482) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen 
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3634); 

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 
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6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjaminan Simpanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 143, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4902); 
Undang"Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4756); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 
Repubiik Indonesia Nomor 5253); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank 
Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3504); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang 
Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4101); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4812); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata 
Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5244); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang 
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 

21. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan 
Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan 
Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan 
Terbatas; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 
tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik 
Pemerintahan Daerah; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 
tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan 
Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi 
Badan Usaha Milik Daerah; 

25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 
l/POJK.07 /2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor 
Jasa Keuangan; 

26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor l/POJK.07 /2014 
tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor 
Jasa Keuangan; 
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27. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat; 

28. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan 
Rakyat; 

29. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 
tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan 
Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat; 

30·. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 
/POJK.03/2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi 
Anggota Direksi dan Anggota Komisaris Bank Perkreditan 
Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; 

31. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

32. 

37 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank 
Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan 
Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS; 

Nomor 
Tindak 

33. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

34. 

48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan 
Bank Perkreditan Rakyat; 

Peraturan Otoritas Jasa 
49/POJK.03/2017 tentang Batas 
Kredit Bank Perkreditan Rakyat; 

Keuangan Nomor 
Maksimum Pemberian 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 
2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Bank Jombang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 14/E); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

dan 

BUPATI JOMBANG 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
JOMBANG NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG 
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN 
RAKYAT BANK JOMBANG. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 16 dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Jombang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan 
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Jombang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 14/E), diubah 
sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: 
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Bagian Kedua 
Besarnya Mo dal 

Pasal 16 

(1) Modal dasar PT. BPR Bank J ombang (Perseroda) sejak 
pendirian sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

(2) Modal dasar PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) pada 
tahun 2020 diubah menjadi sebesar Rp. 
200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupia h). 

(3) Modal PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) terbagi dalam 
saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh 
satu perseratu s) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah 
Oaerah. 

(4) Da lam hal pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) , Pemerintah Oaerah dapat m emenuhi modal 
dasar PT. BPR Bank Jombang (Perseroda) dengan 
menganggarkan penyertaan modal dalam APBO sesuai 
dengan kemampuan keuangan. Daerah. 

Pasal II 

Pe raturan Daerah 1m mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, m em erintahkan 
pengundangan Peraturan Oaerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Oaerah Kabupaten Jombang. 

Oitelapkan di Jombang 

Pada tanggal 10 Juli 2020 

BU~~BA7:W 

Oiundangkan di Jombang 
Pad a tanggal 10 Juli 2020 
SEKRETARIS AERAH 

MUNDJID+ AHAB 

KABUPATEN 

AKH. JAZULI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN J OMBANG TAHUN 2020 NOMOR 3 / E 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 86-6/2020 
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